Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk talun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

J—

Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan instrumen penting dalam rangka
penerapan akuntansi, khususnya akuntansi berbasis akrual. Pedoman umum
Akuntansi pemerintahan berbasis Akrual mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Repubhk Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah melalm Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 53A Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 120 Tahun 2022 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Ketentuan
yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur wajib dijadikan
pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi SKPD sebagai entitas akuntansi dan entitas
pelaporan. |

Memperhatikan sifatnya vang strategis, penyusunan kebijakan akuntansi perlu
untuk dijelaskan setiap dampak dari metode yang telah ditetapkan mulai pada proses
penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan. Dengan demikian kebijakan akuntansi
yang dihasilkan menjadi operasional dan dapat diimiplementasikan.

A. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI
1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang
bertujuan umum. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah selaku entitas
pelaporan, dan yang melaksanakan fungsi tersebut adalah Badan Keuangan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Entitas pelaporan wajib menyajikan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari laporan pelaksanaan
anggaran, laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CalK). Pada
umumnya, laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sedangkan Laporan
finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang
merinet atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran
maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari
laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial merupakan laporan vang
merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran
maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari
laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial,
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2. Entitas Akuntansi

Untuk tahun-talun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2()23

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran
kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan penyajian
laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas
akuntansi pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah SKPD lingkup

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut.
Tabel 4.1 Entitas SKPD dan Alamat

No. Nama SKPD Alamat

1, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Soeharto

2. | Dinas Kesehatan Jalan Palapa

3. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jalan Palapa

4. | BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Jalan Mohamad Hatta
5. | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jalan Basuki Rachmat
6. | Satuan Polisi Pamong Praja Jalan Polisi Militer

7. | Dinas Sosial Jalan Soeharto
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9. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat.dan Desa Jalan Basuki Rachmat
10. | Dinas Perhubungan B Jalan Palapa

11. | Dinas Komunikasl dan Informatika ' | Jalan Palapa

12. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jalan Basuki Rachmat
13. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jalan Basuki Rachmat
14. | Dinas PﬂnananTan Modal dan Pelayanan Jalan Basuk Rachral

Terpadu Satu Pintu.

15 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jalan Basuki Rachmat
16. | Dinas Kearsipan dan Perpusiakaan Jalan Tompelo

17 | Dinas Kelautan dan Perikanan Jalan Basuki Rachmal
18. | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Krealif Jalan Frans Seda

19. | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jalan Polisi Militer
20. | Dinas Peternakan Jalan Veteran
21. | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan JIn.Perintis Kemerdakaan
22. | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jalan Polisi Militer

23. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jalan J. Lalamentik
24. | Inspekioral Daerah Jalan Palapa

25, gﬂhpman:anaan. Pembangunan, Riset dan Inovasi Jalan Polisi Militer

26. | Badan Pendapaian dan Asel Daerah Jalan Raya El Tari

27. | Badan Keuangan Daerah | Jalan Raya E! Tar|

28. | Badan Kepegawaian Daerah Jalan Raya El Tar|

29. | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Jalan Fetor Foenay
30. | Badan Penghubung Provinsi NTT Jakaria

31. | Badan Pengelola Perbalasan Daerah Jaian Bundaran PU
32. | Sekretariat Daerah Jalan Raya El Tari

33. | Sekrelariat DPRD Jalan Raya El Tarl

34. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jalan Basuki Rachmal
33. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jalan Basuki Rachmat

Selain memihiki 35 SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi, Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki 2 (dua) BLUD selain BLUD RSUD
Prof. Dr. W.Z. Johannes yakni BLUD Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa
(RSKDJ Nammata Kupang dan BLUD SPAM. RSKDJ didirikan berdasarkan
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 22/KEP/HK/2023 tanggal 26
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Januari 2023 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata
Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Nusa Tenggara Timur, yang mulai beropersi pada Maret 2024 serta Keputusan
Gubernur Provinst Nusa Tenggara Timur Nomor 134/KEP/HK/2023 tentang
Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Sistem
Penyediaan Air Minum (PPK BLUD-SPAM) Pada Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur Dengan Status Bertahap menyatakan bahwa
penerapan PPK BLUD-SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan BLUD
Unit Kerja pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Basis Akrual. Basis Akrual adalah basis
akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi
dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau sctara kas diterima atau
dibayarkan. '

Pemermtah Provinst Nusa Tenggara Timur dalam penyusunan laporan
keuangan berbasis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu: 1) Basis akuntansi, 2)
Prinsip nilai historis, 3) Prinsip realisasi, 4) Prinsip substansi mengungguli bentuk
formal, 5) Prinsip perindisasi_,.ﬁ} Prinsip konsistensi, 7) Prinsip pengungkapan lengkap,
dan 8) Prinsip penyajian Wajar. _

Pertama, basis akuntansi akrual digunakan untuk menyusun LO, LPE. dan
Neraca. Basis akrual untuk LO mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat
hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di
Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan sedangkan beban diakui pada
saat kewajiban timbul yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah
terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau
entitas pelaporan. Dalam hal penyusunan anggaran, Pemenntah Provinsi Nusa
Tenggara Timur menggunakan basis kas sehingga LRA masih disusun berdasarkan
basis kas. Basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat
kas diterima di Rekening Kas Umum atau entitas pelaporan sedangkan belanja,
transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening
Kas Umum Daerah. Neraca berbasis akral berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi
lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas
atau setara kas diterima atau dibayar.

Kedua, penerapan nilai historis (historical cosr) dikatakan lebih objektif dan
dapat divenifikasi. Akan tetapi. bila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau
kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar. Aset Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur dicatat senilai pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau
senilai nila1 wajar dari imbalan untuk memperoleh aset atau tersebut pada saaf
perolehan. Kemudian, kewajiban dicatat senilai jumlah kas dan setara kas vang
diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang
dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.
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Ketiga, realisasi (realization) adalah pendapatan basis kas yang tersedia yang
telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi vang
akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut, sedangkan
pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah
menambah atau mengurangi kas,

Keempat, substansi mengungguli bentuk formal (substance over form)
merupakan penyajian laporan dengan wajar ftransaksi dan peristiwa lain yang
seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas
ckonomi dengan catatan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Bila substansi
transaksi tidak konsisten/berbeda dengan formalitasnya, maka substansi transaksi
tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

Kelima, periodisitas (periodicity) berarti laporan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur dibagi menjadi periode-periode pelaporan yaitu tahunan semesteran,
dan triwulan. Selanjutnya, laporan bulanan digunakan untuk laporan pendapatan:
triwulan dipakar untuk Laporan LRA dan nnciannya, Neraca, LO; semesteran
digunakan untuk LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

Keenam, konsistensi (consistency) adalah perlakuan akuntansi yang sama
yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas
pelaporan

Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap (full disclosure) berarti laporan
Keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang
ditempatkan di lembar muka Japoran kevangan atau di CalLK. Dengan demikian
maksud CalK adalah untuk menginformasikan kebijakan. asumsi. dan prinsip
akuntansi vang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur dan penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan lembar muka (LRA,
Neraca, dan LAK).

Kedelapan, prinsip penyajian wajar (fair preseniafion) berarti laporan
keuangan disajikan dengan wajar, Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar.
faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika
menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu
diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan
pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anpggaran 2024 mengacu pada Standar
Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Talhun2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah yang dijabarkan melalui Peraturan Gubemur Nusa
Tenggara Timur Nomor 53A Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubemur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah.

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi
keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas. hasil operasi, dan
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perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna
dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari
laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga
seluruh komponen menjadi, a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, ¢) Neraca, d) Laporan Operasional, €)
Laporan Arus Kas, f) Laporan Perubahan Ekuitas, dan g) Catatan atas Laporan
Keuangan.

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisas1 Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi
Pendapatan - LRA, belanja, transfer, surplus/defisit - LRA, dan
pembiayaan dari  suatu  entitas pelaporan yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya.

2)  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menvajikan secara komparatif
dengan periode sebelumnya

a) Saldo Anggaran Lebih Awal;

b) Penggunaan Saldo Anggaran lebih;

¢) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan hngggr_an tahun berjalan:
d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya:

e) Lam-lamn; dan

f) Saldo Aggaran Lebih Akhir,

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut
dartunsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Neraca

Neraca  menggambarkan™  posisi  keuangan  suatu  entfitas
akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada
tanggal  terfentu.  Setiap  entitas  akuntansi/entitas  pelaporan
mengklasifikasikan asetnva dalam aset lancar dan non lancar serta
mengklasifikasikan kewajibannya menjadh kewajiban jangka pendek dan
jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas akuntansi‘entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos
aset dan kewajiban vang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan
akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau
dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-
barang yvang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan,
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perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam
neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan
digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan
untuk keperluan jangka panjang.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan
bermanfaat untuk memilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas
akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset
non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga
bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset
lancar dan non lancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka pendek dan jangka Panjang,

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya,
dengan pos-pos sebagai berikut.

a) Kas dan setara kas:

b) Investasi;

¢) Piutang pajak. piutang retribusi dan piutang lain-lain;
d) Kewajiban jangka pendek:

e) Kewajiban jangka Panjang:

f) Ekuitas

Pos-pos Neraca dijelaskan  lebih ™ lanjut dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. Penjelasan lebih lanjut dis;ij{kan dalam bentuk daftar atau
lampiran Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah
didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

a) Sifat, likuiditas dan materialitas aset;
b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
¢) Jumlah, sifat. dan jangka waktu kewajiban.

4) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi. dan saldo kas
dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi,
mvestasi, pendanaan, dan transitoris.

Entitas pelaporan vang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas
adalah Pemerintah Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan Badan Layanan
Umum Daerah,

Aktivitas operas! adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode
akuntansi, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi
Pemenntah dalam menghasilkan kas vang cukup untuk membiayai
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aktivitas operasionalnya di masa vang akan datang tanpa mengandalkan
sumber pendanaan dari luar.

a) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
(1) Penerimaan Pajak Daerah;
(2) Penerimaan Retribusi Daerah:

(3) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan;

(4) Lain-lain PAD yang Sah;
(5) Dana Bagi Hasil
(6) Dana Alokasi Umum;
(7) Dana Alokasi Khusus - Fisik:
(8) Dana Alokasi Khusus — Non Fisik:
(9) Penerimaan Dana Insentif Daerah;
(10) Penerimaan Bantuan Keuangan:
(11)Penerimaan Hibah:;
(12) Penerimaan Dana Darurat; dan
(13) Penerimaan dari Pendapatan Lainnya,
b) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
(1) Pembayaran Pegawai;
(2) Pembayaran Barang dan Jasa;
(3) Pembayaran Bunga;
(4) Pembayaran Subsidi;
(5) Pembayaran Belanja Hibah;
(6) Pembayaran Belanja Bantuan Sosial;
(7) Pembayaran Belanja Tak Terduga;
(8) Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota;

(9) Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi;

dan
(10) Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota;

Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga vang sifatnya
sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual maka perolehan
penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas
lain, vang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja,
penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka
pembenan dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
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Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Arus kas
vang timbul dan aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas
bersih dalam hal:

a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima
manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan
aktivitas pihak lain daripada aktivitas Pemerintah. Salah satu
contohnya adalah hasil kerja sama operasional.

b) Penerimaan dan pengeluaran kas unfuk transaksi-transaksi yang
perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya
singkat.

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan
dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang
asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal
transaksi.

Arus kas dan transaksi penerimaan bunga dan bagian laba mengikuti
ketentuan berikut.

a) Setiap transaksi dari arus kas penerimaan dan pendapatan bunga dan
pengeluaran  beban untuk  pembayaran bunga pinjaman serta
penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah atau
perusahaan lainnya harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operas
secara konsisten dari tahun ke tahun,

b) Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas
aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari
pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan,

¢) Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan
dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk
pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan,

d) Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah
yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas
yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan negara/daerah
dalam periode akuntansi vang bersangkutan.

Aktivitas investasi adalah aktivifas penerimaan dan pengeluaran kas
yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi
lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya
ckonomi vang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelavanan
Pemerintah kepada masyarakat di masa vang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dar:
a) Pencairan Dana Cadangan

b) Penjualan Tanah
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¢) Penjualan Mesin dan Peralatan

d) Penjualan Gedung dan Bangunan

e) Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi

)  Penjualan Aset Tetap Lainnya

g) Penjualan Aset Lainnya

h) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
i)  Penerimaan dari Penjualan Investasi Non Permanen
Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari;

a) Pembentukan Dana Cadangan

b) Perolehan Tanah

¢) Perolehan Mesin dan Peralatan

d) Perolehan Gedung dan Bangunan

¢) Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi

f)Perolehan Aset Tetap Lainnya

g) Perolehan Aset Lainnya

h) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

i) Pengeluaran Pern_belian Investasi Non Permanen

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau
pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam
jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian
pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
a) Penenmaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat;
b) Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya;
¢) Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank:
d) Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank:
¢) Penerimaan Pinjaman Daerah - Obligasi Daerah:
f) Penerimaan Pinjaman Daerah — Lainnva;
2) Penennmaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;,
Arus keluar kas dar aktivitas pendanaan antar lam:
a) Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat:

b) Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
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¢) Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank;

d) Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan
Bank:

e) Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Masyarakat (Obligasi
Daerah);

f) Pemberian Pinjaman Daerah;

Aktivitas transitoris adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak
termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan
pendanaan Pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain
transaks1 Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Titipan Uang Retensi,
pemberian/penerimaan kembali vang persediaan kepada/dari bendahara
pengeluaran, serta Kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal
dari jumlah dana yang dipotong dari SPM/SP2D. atau diterima secara tunai
untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang
menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan
penerimaan  transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan
kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari akfivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan
pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang
persediaan kepada bendahara pengeluaran,

Perolehan dan Pelepasan Investasi Pemerintah dalam Perusahaan
Daerah/pemitraan dan Unit Operasi Lainnya;

a) Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat
dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan
metode biaya.

b) Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam
perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas
investasi,

¢) Arus kas vang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah
dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam
aktivitas investasi.

d) Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi
Lamnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk
membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dan aktivitas
operasi, mvestast, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari
pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi
lainnya.

e) Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan
unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan
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hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau
utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.

Pengungkapan berikut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

a) Metode vang digunakan dalam penyajian Laporan Arus Kas, vaitu
metode langsung.

b) Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan
daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. berikut.

(1) Jumlah harga pembelian atau pelepasan:

(2) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan
dengan kas dan setara kas;

(3) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan
unit operasi lainnyva yang diperoleh atau dilepas; dan

(4) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh
perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh
atau dilepas.

¢) Transaksi Bukan Kas

(1) Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan vyang tidak
mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas
tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut
harus diungkapkan dalam Catatan atas lLaporan Keuangan.

(2) Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas
kﬂnsisten'dengaﬂitajﬁ_ﬂn laporan arus kas karena transaksi bukan
kas tersebut tidak memengaruhi kas periode yang bersangkutan.
Contoh transaksi bukan kas vang tidak memengaruhi laporan arus
kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

(3) Entitas pelaporan yang mengungkapkan jumlah saldo kas dan
setara kas vang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh
entitas.

(4) Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi
pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan
likuiditas suatu entitas pelaporan.

(5) Adanya kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh
entitas seperti kas vang ditempatkan sebagai jaminan. dan kas
yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.

5) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan -
LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan
yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan
Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
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Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secara jelas dan jika
dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan informasi berikut.

a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
b) Cakupan entitas pelaporan:

¢) Periode yang dicakup;

d) Mata uang pelaporan; dan

¢) Satuan angka yang digunakan,

Laporan operasional mencakup laporan operasional yang menyajikan

pos-pos sebagai berikut.
a) Pendapatan - LO;
b) Beban;

¢) Surplus (Defisit) dari Operasi;

d) Kegiatan Non Operasional:

¢)  Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa:
f) Pos Luar Biasa;

g)  Surplus (Defisit) - LO.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional
suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau
klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi vang
digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk
menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan
meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen Pendapatan - LO dan
beban.

Dalam Laporan Operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi
beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai
contoh beban penyusutan/amortisasi. beban alat tulis kantor, beban
transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak
direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode
mi sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena
tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.

Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi,
beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya.
Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi
pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi. walau
dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi adakalanya bersifat
arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.

Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi
mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi
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ekonomi, antara lain meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan
tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi
tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta
hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban
yang mungkin, baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan
output entitas pelaporan bersangkutan. Karena penerapan masing-masing
metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka
standar ini memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode
yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak.

Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset non lancar dan
pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

Pengungkapan Laporan  Operasional dalam Catatan atas Laporan
Keuangan, memuat:

a) Entitas pelaporan menyajikan Pendapatan - LO yang diklasifikasikan
menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan
disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan,

b) Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut
klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan
klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut Ketentuan perundangan
vang berlaku, disapikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

¢) Klasifikasi Pendapatan - LO menurut sumber pendapatan maupun
klasifikasi beban menurut ekonomi. pada prinsipnya merupakan
klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama vyaitu
berdasarkan jenis.

6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
a) Ekuitas awal;
b) Surplus/defisit - LO pada periode bersangkutan;

¢) Koreksi-koreksi yang langsung menambal/mengurangi ekuitas, vang
antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh
perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar,
misalnya:

(1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya;

(2) Perubahan nilai aset tetap karena evaluasi aset tetap.
d) Ekuitas akhir.

D1 samping ifu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih
lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan
Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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7) Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.
a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

¢) lkhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut
kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
transaksi-transaksi dan kejadian-kﬁgjaﬂiﬁ;ﬂ penting lainnya:

e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos vang disajikan pada
lembar muka laporan keuangan;

f) Informasi yang diharuskan oleh Pemyataan standar Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan;

g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang
tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.,

Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan
Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan
informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. |

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atas daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian
informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi
Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yvang diperlukan
untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban
kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas  Laporan
Keuangan menjelaskan:

a) Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah:

b) Dasar pengukuran vang  digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan;

¢) Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi vang berkaitan
dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi
Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan

d) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperfukan untuk
memahami laporan keuangan.
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2, Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan dibagi atas 2 (dua) jenis yakni Pendapatan - LO dan Pendapatan -
LRA. Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran vang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan - LRA
adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yvang menjadi
hak Pemerintah yang menjadi Hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali
oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan
maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa altematif:

Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan
terlebih dahulu, di mana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah vang yang
harus diserahkan kepada Pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada
pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan
untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.

Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan
penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan
pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya,
dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai,
kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini
diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA Ketika wajib pajak melakukan
pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar
maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar vang akan dijadikan dasar
pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan
lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan
dijadikan pengurang pendapatan LO.

Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka
oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.
Pendapatan LO diakw ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan
pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.

Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak vang didahului dengan
penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya
diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.
Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah
sudah sesual, kurang atau lebih bayar, untuk sclanjutnya dilakukan penetapan.
Pendapatan LRA diakui ketika diterima Pemerintah Daerah. Sedangkan
pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK)
atas pendapatan terkait.

Pengakuan pendapatan adalah pendapatan vang tidak perlu ada penetapan terlebih
dahulu. Untuk pendapatan mi maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan
pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan LO dan Pendapatan LRA dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai
berikut.
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a. Pendapatan - LO

Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang menjadi tanggung
jawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik vang
dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa
yvang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi
pertukaran (exchange tramsactions) dan transaksi non-pertukaran (mon-
exchange transactions). Pendapatan operasional vang berasal dari transaksi
non pertukaran pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meminta pembayaran
kepada masyarakat. seperti pajak. bea, denda, dan penalti, serta penerimaan
hibah. Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung
dari pembayaran tersebut. Di samping itu ada kalanya Pemerintah Nusa
Tenggara Timur menyediakan barang dan jasa ke masyarakat atau entitas
pemerintah lainnya dengan harga tertentu, misalnya menyediakan layanan
kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan.

Dalam kebijakan ini. pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai
pendapatan pertukaran. Pendapatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola
pajak. dan unit pengumpul pendapatan lainnya, Akan tetapi secara
Akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaharaan
umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan
lain. Pada umumnya pendapatan operasional dikelola oleh Bendahara
Umum Daerah. selaku pengelola pendapatan secara terpusat. Pendapatan
yang dikelola oleh entitas akuntansi adalah berupa pendapatan yang berasal
dari dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran. Dikecualikan dari
ketentuan umum sentralifasi".':_.pm'dapalan i adalah pendapatan dan dana
yang disisihkan untuk dikelola oleh entitas akuntansi secara mandiri,
seperti misalnya badan layanan umum daerah. Pendapatan LO diakui pada
saat:

(1) Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan
earned; atau

(2) pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pengukuran Pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran
pengurang terhadap Pendapatan - LO bruto (biaya) bersifat variabel
terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu
dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dikecualikan.

b. Pendapatan - LRA

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah
untuk seluruh transaksi BUD, vakni:

(1) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan
SKPD untuk seluruh transaksi SKPD:
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(2) Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh
Bendahara BLUD.

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai
pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek, pengembalian yang
sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recwrring) atas penerimaan
Pendapatan - LRA pada periode peneriman maupun pada periode
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan - LRA, Koreksi dan
pengembalian yang sifatnya tdak berulang (non-recwrring) atas
penerimaan Pendapatan - LRA yang terjadi pada periode sebelumnya
dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode
ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Akuntansi Pendapatan - LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), Pendapatan
Perpajakan - LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas vang
masuk ke Kas Daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas
bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan
dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

3. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebuinya dengan belanja,
sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan
disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan
dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus
akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cvele).

Beban adalah penurunan manfaat ekomomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi
aset atau timbulnya kewajiban, Beban merupakan kewajiban Pemerintah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja merupakan
semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan vang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja yaitu:
Tabel 4.2 Perbedaan Beban dan Belanja

No Beban Belanja

a. Diukur dan diakui dengan basis
akunlansi kas

Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual

b. | Merupakan unsur pembeniuk Laporan Merupakan unsur pembentuk Laporan
Operasional (LO) | Operasional (LRA)
c. | Menggunakan Kode Akun 8 Menggunakan Kode Akun 5

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

a. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah terdiri dari beban pegawai.
beban barang dan jasa. beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban
bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer,
dan beban tak terduga.
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b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada

jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi
meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi,
hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada
Pemerintah Daerah meliputi belanja pegawai. belanja barang. belanja
modal. belanja bunga utang. belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan
sosial dan belanja tak terduga.

c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi
berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk Pemerintah Daerah,
belanja Sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah. belanja dinas
pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada
saat penurunan’ nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan/berlalunya waktu, Contohnya adalah amortisasi.

b. Terjadinya konsumsi aset |
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain
vang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas
dalam kegiatan operasional Pemenintah.

¢. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak
lain ke Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum
dibayar pemerintah daerah

Belanja diakui pada saat:

d.

Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk
seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan
definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi vang terjadi di
SKPD dan PPKD.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi
pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh
pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

Dalam hal badan layanan umum. belanja diakui dengan mengacu pada
peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua
pendekatan vaitu:

d.
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Di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai
beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau
konsumsi segera mungkin.

97

@



Pemerintah Provinsi Nusa Tengeara Timur
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-talun yvang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

b. Metode pendekatan Aset

Di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai
persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan
dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

Beban diukur dan dicatat senilai beban yang terjadi selama periode
pelaporan. Sedangkan Belanja diukur senilai jumlah pengeluaran kas yang
kelvar dari rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Bendahara
Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan
darvkepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi
hasil.

Transfer masuk adalah penerimaan vang dari entitas pelaporan lain, misalnya
penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
lainnya.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dan entitas pelaporan ke entitas
pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan
dana bagi hasil oleh pemerintah Daerah serta Bantuan Keuangan.

Transfer dikategorikan berdasarkan sumber kejadiannya dan diklasifikasikan
antara lain: s &

a. Transfer Pemerintah Pusat — Dana Périmbangan.

b. Transfer Pemerintah Pusat — Lainnya.

¢. Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya.

d. Transfer antar Daerah/Bantuan Keuangan.

Transfer masuk diakui pada saat diterimanya Peraturan Menten
Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer
masuk. Transfer kelvar diakui pada saat diterbitkannya keputusan kepala
daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah
kepada pihak lain.

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah vang yang diterima di

Rekening Kas Umum Daerah. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan

pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah. Transfer masuk

dinilai sebagai berikut.

a. Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto. yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan
dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai senilai akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu
periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan
klasifikas ekonomi.

Hal-hal vang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait
dengan transfer masuk adalah:
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a. Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya
tahun anggaran;

b. Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang
bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

¢. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk
daerah;

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait
dengan transfer keluar adalah:
d. Transaksi keluar harus rinci;

b. penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan
kevangan lembar muka;

¢. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
d. informasi lainnya yvang dianggap perlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer. antara lain:
a. penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal
berakhirnya tahun anggaran;

b. penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan
transfer keluar:

c. informasi lainnya yang diangggap perlu.
5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi kevangan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu
dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada kas Daerah serta pada saat
terjadinya pengeluaran kas dan kas Daerah.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dan pinjaman, dan hasil
divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk
pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain,
dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembayaran diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan dapat dijelaskan
sebagai berikut.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari sisa lebih
perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya, pencairan dana
cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah vang dipisahkan, penerimaan
pinjaman dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman
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b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum
Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembayaran
utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja
peningkatan jaminan sosial.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum
Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari
Rekening Kas Umum Daerah. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang
rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh
nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan
yang dinkur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan
mlai tukar (kurs dengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan dan  pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah
disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
yang sangat likuid dan siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari
risiko perubahan nilai yang. signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang
Persediaan (UP) vang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam
neraca. Saldo simpanan di bank vang setiap saat dapat ditarik atau digunakan
untuk melakukan pembayaran. -~ .

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Setara kas sebagai investasi
jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas
dari nsiko perubahan nilai vang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Dacrah
ditujukan untuk memenuhi kebuftuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan
lamnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus
segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada
risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu suatu investasi disebut
setara kas kalau mvestasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3
(tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

7. Kebijakan Akuntansi Piutang

Putang salah satu aset yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah, baik dari
sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang
akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset
yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan,
pengukuran maupun pengungkapannya.

PSAP Nomor 1 menjelaskan bahwa piutang adalah jumlah vang vang wajib
dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya vang sah. Hal ini senada
dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa
depan yang diakui pada saat ini.

— ] —_—
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Pos-pos plutang antara lamn piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan
angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Asel berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih
yang dapat direalisasikan (ner realizable value). Agar nilai piutang tetap
menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang
(sebagian atau seluruhnya) vang diperkirakan tidak tertagih  perlu
dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang. Penyisihan piutang tak tertagih adalah
taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya
dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai
penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap
akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung
berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan
dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang vang mungkin tidak dapat
ditagih, merupakan upaya untuk menilai'kualitas piutang.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang di
bagi atas:

4. Pungutan
Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:
1) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
2) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
3) Piutang Retribusi; dan
4) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
b. Perikatan
Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:
|} Pembenan Pinjaman;
2) Penjualan;
c. Kemitraan;
1)  Pemberian fasilitas.
d. Transfer antar Pemerintahan
Piutang yang timbul dar peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri dari:
1) Putang Dana Bagi Hasil;
2)  Piutang Dana Alokasi Umum;
3)  Putang Dana Alokasi Khusus;
4) Piutang Dana Otonomi Khusus;

5) Putang Transfer Lainnva;
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6) Piutang Bag Hasil,
7) Piutang Transfer Antar Daerah;
8) Piutang Kelebihan Transfer,
e. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah,
terdiridari:
) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
terhadapPegawai Negeri Bukan Bendahara;

2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
terhadap Bendahara.

Puutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atan manfaat
-ekonomi lamnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika;

a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah (SKPD/SKRD); atau

b. ftelah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
¢. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul
dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa.
diakui dan dicatat sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:

a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan
kewajiban secara jelas:

b. jumlah piutang dapat diukur;
telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan: dan

d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

e. Putang Transfer diakwi jika sudah ada pengakuan terjadi kurang salur
transfer dari pemberi (Pemerintah Pusat) berupa Peraturan Menteri

Piutang transfer lainnva diakui apabila:

a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampa
dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh
pembayarannya, sisa vang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau
piutang bagi daerah penerima;

b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat
penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada
saat  persyaratan  sudah  dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan
pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan

hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai
definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah pada umumnya
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ditetapkan menjelang berakhimya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi
piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif
telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubemnur/Kepala Daerah, tetapi masih
ada hak daerah vang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka
jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang)
bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau
peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang
transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang
bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
Apabila jumlah/nilai definitif menurut Keputusan Gubernur vang menjadi hak
daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka
Jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi
pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada
kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka
entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesual dengan arah transfer, pihak vang mentransfer mempunyai kewenangan
untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar,
pihak vang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak
transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung
Jawab Mutlak (SKTM). vang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR
dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan)

SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut
menjadi tanggung jawab sescorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
Walaupun vang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, pengakuan
piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan. Apabila penyelesaian
TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru
dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang
berwenang.

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut.

a. disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dan setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan
kurang bayar vang diterbitkan; atau

b. disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan vyang telah ditetapkan terutang oleh
Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) vang mengajukan banding; atau

¢. disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dan setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan
belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
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Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang
berasal dan perikatan, adalah sebagai berikut.
d. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah vang dikeluarkan dari
Kas Daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai
wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban
bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya,
maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanva bunga, denda,
commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang
terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui senilai nilai sesudah naskah perjanjian
penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran,
maka nilai piutang harus dicatat senilai nilai bersihnya.

c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian-fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa vang telah
diberikan oleh Pemerintah pada akhir pertode pelaporan, dikurangi dengan
pembayaran atau uang muka yang telah diterima

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut.

a. Dana Bagi hasil disajikan senilai nilai vang belum diterima sampai dengan
tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan transfer yang berlaku;

b. Dana Alokasi Umum senilai jumlah vang belum diterima, dalam
hal terdapat kekurangan transfer DAU darnn Pemerintah Pusat ke
Pemerintah Daerah;

c. Dana Alokasi Khusus, disajikan senilai klaim vyang telah diverifikasi
dandisetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan vang dikemukakan di
atas, dilakukan sebagai berikut.

a. Disajikan sebagai aset lancar senilai nilai yang jatuh tempo dalam tahun
berjalan dan vang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan
berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

b. Disajikan sebagai aset lammnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12
bulan berikutnya.
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Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) terhadap Pengakuan Awal.
Piutang disajikan berdasarkan nilai nommal tagihan yang belum dilunasi
tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi
kondis1 yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis
piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua
cara yaitu: penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down).
Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan
dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan
secara terpisah.

Penghapushukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan
proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari
intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan
sesual dengan ner realizable value-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan
aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang
tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Suatu piutang
vang telah dihapusbukukan ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena
timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap
kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari
diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai
penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan
penerimaan pendapatan atau melalui’akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung
dari jenis piutang.

Piutang disajikan senilai ‘nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable
value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal
piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan
besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian Kualitas piutang dilakukan dengan
mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya
penagihan vang dilakukan oleh Pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan
pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas
piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi
sebagai berikut.

a. Kualitas Piutang Lancar;

b. Kualitas Piutang Kurang Lancar:;
¢.  Kualitas Piutang Diragukan; dan
d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut
pajak yang terdiri dari:

a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment); dan

b. Pajak Ditetapkan Oleh Gubemnur (official assessment).
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Penggolongan Kualitas Piutang Pajak vang pemungutannya dibayar sendiri oleh
Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:

a, Kualitas lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan:
3) Wajib Pajak kooperatif;
4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b. Kualitas Kurang Lancar. dengan kriteria;
1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan:
3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan;
4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
1) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
2) Wajib Pajak tidak kooperatif.
3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
2)  Wajib Pajak tidak ditemukan;
3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia;
4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemugutannya ditetapkan oleh
Gubernur (official assessment) dilakukan dengan Ketentuan;

a. Kualitas Lancar, dengan Kriteria:

1)  Unwr piutang kurang dari 1 (satu) tahun:

2)  Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan

3) Wayjib Pajak kooperatif;

4) Wajib Pajak likuid: dan/atau

5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding
b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria;

) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;

2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
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3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
¢. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
1)  Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
2) Wajib Pajak tidak kooperatif: dan/atau
3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak tidak ditemukan: dan/atau
3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi,
dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut.

a. Kualitas Lancar, jika umur piutang () sampai dengan 1 bulan:

b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; dan
d. Kualitas'Macet. jika umur piutang lebih.dari 12 bulan,

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain Retribusi. dilakukan dengan
ketentuan:

a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan
tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

¢. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan pivtang  tidak  tertagih pada setiap akhir tahun

ditentukanberikut.
Tabel 4.3 Kualitas Penyisihan Piutang Tak Tertagih
No. Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih
1. Lancar 0.5 %
2, Kurang Lancar 10 %
3. | Diragukan 50 %
4, Macst 100 %
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Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, Retribusi, dan selain pajak dan
Retribusi ditetapkan senilai:

a. Kualitas Lancar senilai 0,5% (nol koma lima perseratus):

b. Kualitas Kurang Lancar senilai 10% (sepuluh perseratus) dari piutang
kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan (jika ada);

¢. kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang
dengan kualitas diragukan setelah dikurang: dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan (jika ada); dan

d. kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas
macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika
ada),

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahu baru dibebankan,
Pencatatan  transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode
pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan
piutang fidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. |

Pada tanggal pelaporan berikumya Pemerintah Daerah melakukan evaluasi
terhadap perkembangan kualitas: pittang yang dimilikinya. Apabila kualitas
piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jumal penyesuaian
diungkapkan "di dalam CalK, Apabila kualitas piutang menurun, maka
dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai
selisth antara angka yang seharusnya disajikan dalamneraca dengan saldo awal.
Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi,
maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih
senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan
saldo awal.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun
piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Informasi dimaksud dapat berupa:

a. kebiyjakan akuntansi vang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan
pengukuran piutang;

b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat
kolektibilitasnya;

c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan

d. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi
tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang vang masih
dalam proses penyelesaian baik melalui cara damai maupun pengadilan,

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas
Laporan Keuangan agar lebih informatf Informasi yang perlu
diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor
dan  tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan
penghapusbukuan danpenjelasan lainnya yang dianggap perlu.
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8. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah daerah, dan
barang-barang vang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat,
Persediaan merupakan aset yang berupa:

a. DBarang atau perlengkapan (supplies) vang digunakan dalam rangka
kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis
seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan
dan pipa dan barang bekas pakai seperii komponen bekas:

b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses
produksi. misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. bahan baku
pembuatan benih.

¢. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian
setengah jadi, benih vang belum cukup umur,

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
dalam rangka kegiatan Pemerintahan misalnya adalah hewan dan bibit
tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Ketlangan.

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh
Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan
andal. dan (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau
kepeguasannya Dberpindah. Terdapat dua pendekatan pengakuan beban
persediaan yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan
telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakkan untuk persediaan-
persediaan vang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi,
atau untuk maksud bejaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di
rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat
sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-
persediaan yang maksud pengunannya untuk waktu vyang segera tidak
diperuntukan sepanjang satu pelode. Selisith Persediaan Sering kali terjadi
selisih  persediaan antara catatan persediaan menurut  bendahara
barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi
dengan hasil sfock opname. Selisth persediaan dapat disebabkan karena
persediaan hilang, using, kedaluwarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan
dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan i
diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai
suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai
kerugian daerah. Persediaan disajikan senilai:
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a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian., biaya
pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung
dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan
lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

b.  Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait
dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung vyang
dialokasikan secara sistematis.

¢. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti seperti donasi
dan rampasan harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau
penyelesaian kewajiban antar pihak vang memahami dan berkeinginan
melakukan transaksi wajar (arm lenght transaction).

Persediaan hewan dan tanaman vyang dikembangbiakkan dinilai dengan
menggunakan nilai wajar. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode
Rata-rata Tertimbang apabila  setiap: unit persediaan nilainya tidak
material dan bermacam-macam jenis. Persediaan dicatat dengan metode
perpetual atau metode periodik.

a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akunfansi selalu mengknikan nila
persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini
digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama
di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan
obat-obatan di Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan. Dalam metode
perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan
jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode
penilaian yang digunakan.

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan
nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir
diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) ada akhir
periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk
mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk
persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, seperti
persediaan ATK di SKPD-SKPD. Dalam metode ini, pengukuran
pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu
dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan
persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit
sesual dengan metode penilaian yang digunakan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

a. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan vang
digunakan dalam pelayanan masyarakat barang atan perlengkapan yang
digunakan dalam proses produksi, barang vang disimpan untuk dijual
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atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang vyang masih dalam
proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat.

b. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.
Terhadap persediaan yang bersumber dari Hibah atau dana APBN
menjadi bagian vang tidak terpisahkan dari Persediaan Penerima Dana
Hibah atas pengelolaan dana yang bersumber dari APBN.

9. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau
untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk: a. digunakan
dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam
produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau:
b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset
yang dikelompokan dalam properti investasi sebagaimana contoh di bawah ini :

a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan
untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas
pemerintah yang lain dalam jangka pendek:

b. bangunan vang dimiliki oleh Entitas (atau dikuasai oleh Entitas melalui
sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih
sewa operasi;

¢. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi
tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa
operasi;

d. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan vang di masa
depan digunakan sebagai properti investasi.

Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian
kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan pengelola
barang dengan kriteria; a. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi vang
akan mengalir ke Entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi:
dan b, biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan
andal. Properti investas: diukur pada-awalnya sebesar biaya perolehan. Apabila
properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi
tersebut dinila1 dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Biaya
perolehan dan properti investasi yang dibeli meliputi harga pembehan dan
semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya
jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya. Properti investasi yang
diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai
dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh
dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan
menggunakan milam wajar, Pengukuran Properti investasi setelah pengakuan
awal dinilai dengan metode biaya, vaitu sebesar nilai perolehan dikurangi
akumulasi penyusutan. Properti ivestasi, kecuali tanah, disusutkan dengan
metode penyusutan sesual dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Asel
Tetap yang berlaku.
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Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata
uang rupiah dan disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya,
Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat: a. pelepasan: atau b.
ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau c.
tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan vang dapat diharapkan pada
saat pelepasan. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual,
ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya

10. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti. atau manfaat sosial, sehingga
dapat meningkatkan kemampuan Pemermtah Daerah dalam  rangka
pelayanan Kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat
digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran
untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana
vang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen
kas. Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi
jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP
Berbasis Akrual Nomor 06 tentang Investasi antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan. investasi yang memiliki karakteristik
dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktun 3 bulan sampai
dengan 12 bulan sejak tamggal! pelaporan. Investasi jangka pendek
biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas di mana Pemerintah
Daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan
kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka
Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk
klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa
jatuh tempo kurang dar 3 bulan dan tanggal perolehannya.

b. Investas: Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya
memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi
menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non permanen.

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka
panjang vang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan
atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka
panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau
tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur per 31 Desember 2024 terbatas pada mvestasi jangka panjang.
Investas! diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lamnya vang dapat
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memenuhi kriteria sebagai berikut.

1) Memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomi
dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau

2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadayv/andal (reliable).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat
jurnal pengakuan mvestasi, Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jumnal
tersebut tersebut mencatat investasi jangka pendek di debet dan kas di Kas
Daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan.
Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut
mencatat investasi jangka panjang di debet dan kas di Kas Daerah di kredit (jika
tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, Pemerintah Daerah juga
mengaku terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran
pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debet dan
perubahan SAL di kredit, Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis
investasinya. Berikut ini dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing
jenis. Pengukuran investasi jangka pendek:

a. Investast dalam bentuk surat berharga

1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannva. maka dicatat senilai
biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi. komisi,
jasa bank.dan bank lainnya.

2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, ‘maka dicatat senilai
nilai wajar atau harga pasarnya.

b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat senilai nilai nominalnya,
misalnya deposito berjangka wakm 6 bulan.

Pengukuran investasi jangka panjang:

a. Investasi permanen dicatat senilai biaya perolehannya meliputi harga
transaks! investasi berkenaan ditambah biaya lain vang timbul dalam
rangka perolehan investasi berkenaan.

b. Investasi non-permanen

) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimuliki berkelanjutan,
dinilai senilai nilai perolehannya.

2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan
yang akan segera dicairkan dinilai senilai nilai bersih vang dapat
direalisasikan.

3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah
daerah (seperti provek PIR) dinilai senilai biaya pembangunan
termasuk biaya yvang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lam
vang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek
tersebut diserahkan kepthak ketiga.
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Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset vang disertakan sebagai
investasi Pemerintah Daerah, dinilai senilai biaya perolehan investasi atau nilai
wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus
dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah baik
sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
a. Metode biaya

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode biaya
akan dicatat senilai biaya perolehan. Hasil dar investasi tersebut diakui
senilai bagian hasil yang diterima dan tidak memengaruhi besarnya
investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas
akan dicatat senilai biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau
dikurangi bagian laba atau rugi senilai persentase kepemilikan pemerintah
daerah setelah tanggal perolehan awal. Bagian laba yang diterima
pemenintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk
saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak
dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga
diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah
daerah, misalnya ﬂdanyﬁ perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta
asing serta revaluasi aset tetap,

¢. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode
nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat senilai nilai realisasi
yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang
dapat dircalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan vyang
dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada Kriteria
sebagal berikut;

1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.

2) Kepemilikan 20% sampar 50%, atau kepemilikan kurang dari 20%
tetapi memiliki pengaruh vang signifikan menggunakan metode
ekuitas.

3)  Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih
yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriterta besarnya persentase kepemilikan saham
bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode
penilaian investasi, tetapl yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh
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(the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee,
antara lain:

1) Kemampuan memengaruhi komposisi dewan komisaris;
2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi:

3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi
perusahaan invesree:

4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam
rapat/pertemuan dewan direksi.
11.Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan. dalam
kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset
tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam
aktivitas operasi entitas. Klasifikasi-aset tetap adalah sebagai berikut.
a, Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan
dalam kondisi siap dipakai. Penilaian Aset Tetap Tanah untuk digunakan
sebagai badan_jalan menggunakan data NJOP setempat yang dilakukan
oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota di mana lokasi tanah tersebut berada.

b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin kendaraan bermotor, alat
elektronik. inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan
dan masa manfaatnya lebih dar 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan vang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, inigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakay.

¢. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lammnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam kelompok aset tetap di atas. yang diperoleh dan dimanfaatkan
untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap
dipakai.

f.  Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai
seluruhnya.
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Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan
nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat handal bila
aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat
penguasaannya berpindah.

Menurut Bab III Huruf E tentang kebijakan Akuntansi Terkait Akun Aset Tetap
Lampiran Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 53A Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Gubermnur Nomor 120 Tahun 2022
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, aset tetap disajikan
berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi
penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali,
maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun
aset tetap dan akun ekuitas. Pelaksanaan penvusutan dilakukan bersamaan
dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum
dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti
pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan
sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus
diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah
berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penugasan atas sertifikat
tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria antara lain:

a. Berwujud;

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

C. Biaya perolchan aset dapat diukur secara handal;

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

f.  Untuk aset tetap tertentu, biaya perolehan aset sama dengan atau melebihi
batasan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset tetap vang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah
Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset
lainnya sesual dengan nilai tercatatnya. Aset tetap disajikan sebagai bagian dari
aset senilai biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan
biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada
nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suvatn aset vyang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu
pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dan transaksi
pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga
kerja dan biaya lain yvang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya
langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk
biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa
peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
pembangunan aset tetap tersebut.
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Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai
satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi aset tetap untuk tahun
anggaran 2024 mengacu pada Bab III Huruf E tentang kebijakan Akuntansi
Terkait Akun Aset Tetap Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 53A Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor
120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, di
mana nilai satuan minimum Kkapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama
dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kecuali untuk
alat berat senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau
lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut dikecualikan terhadap
pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi, dan jaringan. serta aset tetap lainnya
berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Jika nilai perolehan
asel tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap
tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun cukup
diungkapkan dalam CaLK. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai
persediaan/aset lainnya. Hal yang perlu diperhatikan terkait pengukuran aset
tetap antara lain:

a. Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke Kondisi
yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang
dimaksudkan. |

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu
komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat
diatnibusikan secara langsung pada biava perolehan aset atau membawa
aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost)
dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset
kecuali biaya tersebut .perlu untuk membawa aset ke kondisi
kerjanya. Seniap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga
pembelian.

b. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran  setelah perolehan awal suatu aset fetap vang
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar member
manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas,
mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada
nilai tercatat aset yang bersangkutan,

c. Kapitalisasi atas Penerimaan Hibah atau Rampasan

Kapitalisasi atas penerimaan hibah atau rampasan meliputi nilai yang
dinyatakan pemberi hibah dan/atau nilai yang dicantunkan dalam
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keputusan pengadilan dan/atau berdasarkan nilai taksir vang dilakukan oleh
tim appraisal atau harga pasar pada saat perolehan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran
sebagian aset tetap yang fidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos
semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset vang diperoleh yaitu nilai
ekuivalen atas nilai tercatat aset vang dilepas setelah disesuaikan dengan
jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang
ditransfer/diserahkan,

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang
serupa yang memiliki manfaat vang serupa dan memiliki nilai wajar yang
serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan
kepemilikan aset vang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada
keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang
baru diperoleh dicatat senilai nilai tercatat (carrving amount) atas aset yang
dilepas.

¢. Penvusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap vang
dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang
nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan
operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (srraight line
method) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat
ekonomis tanpa nilai sisa. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karateristik aset
tersebut.

Untuk perhitungan penyusutan dilakukan secara tahunan meskipun
diperoleh dalam bagian tahun mulai tahun berikutnya sejak tahun
perolehan. Masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai
dasar perhitungan penyusutan berdasarkan pada Bab VII tentang kebijakan
Masa Manfaat Aset Tetap Lampiran | Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 53A Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubemnur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah.

f, Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset
secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat
ekonomi masa vang akan datang,

Asel tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi
dan Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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Aset tetap vang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak
memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya
sesuai dengan nilai tercatatnya.

g. Penilaian Kembali

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak
diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut
penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.

h. Penyusunan Neraca Awal

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan
aset fetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal
tersebut. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas
perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau
nilai wajar bila biaya perolehan tidak ada.

12.Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses
pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan. jalan, irigasi dan janingan, serta aset tetap
lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan
suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggran.
Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode
waktu tertentu. Periode waktu perolehan.tersebut biasanva kurang atau lebih
dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan
membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak
konstruksi. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan suatu aset berwujud harus
diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang
berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

b. Biaya perolehan tersebut dapt diukur secara andal; dan
c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan
digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap vang bersangkutan
jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan:

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap vang
bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan: jalan, irigasi, dan
jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan
selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
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Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai biaya perolehan. Konstruksi Dalam
Pengerjaan dicatat senilai persentase kemajuan/progress fisik dikalikan nilai
kontrak yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (opname) yang
ditandatangani PA/KPA, Penyedia Barang/Jasa, dan Konsultan Pengawas.
Selisih antara nilai fisik dengan pembayaran diakui sebagai uang muka atau
utang belanja tergantung mana yang lebih besar.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat
dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

c. biava lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang
bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi
antara lain meliputi:

a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

¢. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dan ke lokasi
pelaksanaan konstrusuksi;

d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;

¢. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan
dengan konstruksi.

Biaya-biava yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya
dan dapat dialokasikan ke konstruksi fetentu meliputi:

a. Asuransi;

b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung
berhubungan dengan konstruksi tertentu;

¢. Biaya-biaya lain yang dapat didefinisikan untuk kegiatan konstruksi yang
bersangkutan seperti biaya inspeksi. Biaya semacam itu dialokasikan
dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan
diterapkan secara konsisten pada semua biaya vang mempunyai
karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya vang dianjurkan adalah
metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi

meliputi:

a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan
tingkat penyelesaian pekerjaan;

b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor schubungan dengan
pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
dan

¢. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan

pelaksanaan kontrak konstruksi
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Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas
kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin)
berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi
Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dar pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama
masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya
tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul
sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya
bunga yang dibayar dan yang masith harus dibayar pada periode vang
bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang
diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang
bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-
rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan kenstruksi dihentikan sementara tidak
disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure, maka biaya pinjaman yang
dibayarkan selama masa.pemberhentian. sementara pembangunan konstruksi
dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena
beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari
pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika
pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja
atau pthak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara
dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force
majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga
pada periode vang bersangkutan.

Kontrak konstruksi vang mencakup beberapa jenis pekerjaan vang
penyelesalannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda. maka jenis pekerjaan
yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya
dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-
masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada
titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya
pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan vang belum
selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi
sebagai biaya pinjaman.

13.Kebijakan AKuntansai Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisthkan untuk menampung kebutuhan vang
memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi tidak proporsional apabila
kebutuhan tersebut dipenuhi hanya melalui penenimaan Pemerintah Daerah

dalam satu tahun anggaran, ﬂ

Catatan atas Laporan Kevangan Tahun Anggaran 2024 12]



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-talun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya, Pembentukan
dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, schingga jelas
tujuan dan pengalokasinnya. Untuk pembentukan dana cadangan harus
ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

¢. besaran dan rincian tahunan dana cadangan vang harus dianggarkan dan
ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;

d. sumber dana cadangan; dan
. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran
pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan
pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang
sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah
ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses
penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

a. Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan dana cadangan idiakui ketika PPKD telah menyetujui
SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa
giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau
dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai
Pendapatan - LRA dalam pué- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-
Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan
diukur senilai nila1 nominal,

¢. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran, maka BUD
akan membuat surat petintah pemindahan buku dari Rekening dana
cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana
cadangan. Pencairan dana cadangan/diukur senilai nilai nominal.

14.Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat
diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan
dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan vang
cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat
ckonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai
transaksi terkait aset lamnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan
kompleksitas yang cukup signifikan memengaruhi laporan keuangan
Pemerintah Daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan mejadi
suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai
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aset vang penting dan memiliki karakteristik tersendin baik dalam pengakuan,
pengukuran maupun pengungkapan.

Klasifikasi

Dari sekian banvak aset lainnya tersebut, Beberapa aset lainnya antara lain:

a, Tagihan penjualan angsuran
Tagihan penjualan angsuran adalah penjualan aset yang tidak dipisahkan
pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan
kepada pegawai’kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan
penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan
dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan 111

b. Tuntutan ganti rugi
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti
kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang
yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang
telah melakukan perbuatan melawan hukum baik segaja maupun lalai.
Tuntutan ganti rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR berupa
terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTIM) atau Surat
Keputusan Pembebanan dari BPK

c. Kemitraan dengan pihak ketiga
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang mulik daerah yang
dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan
dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan
perundang-undangan.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa:

1) Aset Kerjasama/Kemitraan
Aset Kenasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau
digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama’kemitraan,
Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah
Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian
kerjasama/kemitraan.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Tekms
Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama
pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak
lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan
penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama
pemanfaatan diakui pada saat terfadi  penanjian
kerjasama/kemitraan., vaitu dengan perubahan Kklasifikasi aset dan
aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan.

3) Bangun Guna Serah - BGS (Build, Operate, Transfer - BOT)
Buletin Teknis SAP Nomor 2 Tentang Penyusunan Necara Awal
Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangunan Guna Serah (BGS)
adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah
Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor
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tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya
serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian
menyerahkan kembali bangunan dan/atau sarana lain  berikut
fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhimya jangka
waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini
pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS
dicatat semilar nmilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah
kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
Aset yang berada dalam BGS 11 disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna - BSG (Build, Transfer, Operate - BTO)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal
Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG)
adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor,
dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan
dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset
yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola
sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau
sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk
digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor
kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah
Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor.
Pembayaran oleh pemernntah daerah ini dapat juga dilakukan secara
bagi hasil.

5) Aset Tak berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk
tujuan lainnva termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB vang
dimibiki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan
Jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.

Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa:
Software, Lisensi dan franchise, Hak Paten atau Hak Cipta, Hasil
kajan/pengembangan vang memberikan manfaat jangka panjang,
ATB vyang mempunvai nilai sejarab/budava dan ATB dalam
Pengerjaan. Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dan:
Pembelian, Pengembangan secara Internal, Pertukan, Kerjasama,
Donasi/Hibah dan Awrisan Budaya/Sejarah (intangible heritage
assets) sedangkan berdasarkan masa manfaat, ATB dapal dibedakn
menjadi Dua, vaitu: ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life)
dan ATB dengan umur manfaat vang tak terbatas (indefinite life) ATB
diakui sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi
pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari intemal entitas. Nilai
wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan
pertukaran terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali
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atas Aset Tak Berwujud vang memiliki masa manfaat tak terbatas,
Amortisasi adalah alokasi sitematis dari nilai aset tak berwujud yang
dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut

Metode amortisasi vang dipergunakan adalah metode garis lurus
(straight line method). Untuk perhitungan amortisasi, aset tak
berwujud yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun
buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan.
Sedangkan aset tak berwujud vang diperoleh setelah pertengahan
tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal
tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tak berwujud yang
diperoleh setelah pertengahan tahun huku sampai dengan akhir tahun,
dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.

6) Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat
dikategorikan kedalam TPA, Tagihan TP/TGR. Kemitraan dengan
Pihak ketiga, maupun aset tak berwujud, Aset lain-lain dapat berupa
aset tetap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dihentikan
dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal
ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap
vang tidak digunakan karena sedang menunggu proses
pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan,
penyertaan imodal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari
penggunaan.aktif Pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset
lain-lain.

15.Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang vyang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban
muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan
pegawal yang bekerja dengan pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat,
alokasy/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi
Jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai
konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya,
vaitu kewapban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos
kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 09 tentang Kewajiban antara
lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar
dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban
jangka pendek antara lain utang transfer Pemerintah Daerah, utang kepada
pegawal, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka Panjang.
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b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar
dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu,
kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan
sebagai kewajiban jangka panjang jika:

I. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;

2. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban
tersebut atas dasar jangka panjang;

3. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan

kembali (refinancing) atau adanya penjadwalan kembali
terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan
disetujui.

Secara umum kewajiban Pemerintah Daerah diakui pada saat:
a. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau

b. Dana pinjaman dikeluarkan -oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan
pemerintah daerah; atau

¢. Pada saat kewajiban timbul

Kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat senilai nilai
nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam
mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank
sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai
kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada saat pertama kali
transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang
pemerintah. Aliran ekonomi  setelahnya. seperti transaksi pembayaran,
perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, perubahan
lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai
tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran
kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.
Benkut m1 akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos
kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah daerah berbeda-
beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana
pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah daerah menerima
hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui
kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh
barang atau jasa tersebut.

Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan
spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerintah, jumlah
yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai
dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
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b. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat senilai nilai bunga vang telah yang telah terjadi dan
belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai
bagian darikewajiban yang berkaitan.

c. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat senilai saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan
kepada pihak lain di akhir periode.

d. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh
tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

e.  Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karateristik
masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar
pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan
pembayaran di muka afas penyerahan barang atau jasa oleh
Pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang Pemenntah Daerah juga diukur
berdasarkan karakteristiknya, Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang
Pemerintah Daerah, vaitu:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang nidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal senilai pokok
utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontak perjanjian dan
belum disclesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World
Bank |

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang vyang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas
utang Pemerintah. Sekuritas utang Pemerintah dinilai senilai nilai pari
(original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium
yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang Pemerintah dijual senilai
nilai pari tanpa diskonto atau premium, maka dinilai senilai nilai parinya.
Jika sekuritas utang Pemenntah dijual dengan harga diskonto, maka
nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo.
Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya
akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Misalnya
SUN baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi
Negara.

16.Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur, yaitu selisth antara aset dan kewajiban Pemenntah Provinsi Nusa
Tenggara Timur. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang)
oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan.

Catatan atus Laporan Kevangan Tahun Angearan 2024 127

4



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain,

Ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diakui pada saat adanya
selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan dan
disajikan dalam Neraca Pemerintah Daerah pada sisi pasiva,

Ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat senilai nilai
nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban.,

17.Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi kesalahan merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar
akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan
vang seharusnya. Sedangkan kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang
secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang memengaruhi
laporan keuangan periode berjalan atau.periode sebelumnya. Sehingga koreksi
kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan peyajian dalam
suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan
Keuangan, Terdapat beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara
lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh
pengguna anggaran. kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan
akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di
periode vang sama saat kesalahan itu dibuvat, namun bisa pula ditemukan
pada periode di'masa depan. Ttulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan
terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan
dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak
akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan:
2) Kesalahan tidak berulang vang terjadi pada periode sebelumnya.
b. Kesalahan berulang dan sistemik

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah
(normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu vang diperkirakan akan terjadi
secara berulang. Misalnya pénerimaan ~ pajak  dari  wajib pajak
yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan
pembayaran dari wajib pajak.

Perlakuan

a. Kesalahan tidak berulang
1) Kesalahan tidak berulang vang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baitk yang memengaruhi posisi kas maupun
yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang
bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan
LRA, belanja.pendapatan LO, maupun beban.
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2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda. yakni
yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan
periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode
sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan.
Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

b. Koreksi-Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan. maka dilakukan dengan
pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik  pada  akun
Pendapatan - LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan - LOatau
akun beban.

¢. Koreksi-Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan
penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang vang terjadi pada
periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas. apabila laporan
keuangan periode tersebut  sudah  diterbitkan  (Perda/Perkada
Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun
pendapatan lain-lam - LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas
dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Koreksi
kesalahan atas penerimaan Pendapatan - LO yang tidak berulang yang
terjadi pada .periode-periode  sebelumnya dan menambah maupun
mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
Contoh: pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan
transfer oleh Pemerintah Pusat.

d. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan vang disebabkan
sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan
atau terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari
wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi
atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan
sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi
pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan
mengurangi Pendapatan - LRA maupun Pendapatan - LO vyang
bersangkutan.

Koreksi kesalahan vang berhubungan dengan periode yang lalu
terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arms Kas yang
bersangkutan.  Koreksi  kesalahan  diungkapkan dalam CalK.

—_— — —a——— — —_—
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